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KEBIJAKAN LEGISLATIF TERHADAP OPTIMALISASI PIDANA
DENDA DI INDONESIA

(Irsal Habibi, 1510111052, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 129 halaman,
2018)

ABSTRAK

Sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral yang selalu
diperdebatkan dalam politik hukum pidana. Kebijakan penetapan sanksi pidana
pada hakekatnya bertujuan untuk menanggulangi suatu tindak pidana. Melalui
penetapan sanksi pidama“dihara rcapai ras an bagi korban dan
keluarganya-~serta Wﬁﬁﬁ%xéaﬂw i «Kertgian, sehingga
diharapkan dapatm|di em_baukaﬁnya—ke'seimbaﬁgan_d_a_LzaSr yarakat tersebut.
Peranan badan perr—rbﬁ undang-undapgselalamelukum pidana dan generapannya
(pemidanaah) | sangatlah  pepti Sralgkaian daha  untuk
mengoperasjonalkan sanksi Jans denc SS8bagai sub sistem dari
sanksi pidanaselama ini bel 1alISc _.r\ ebijakan legislatif
terkait dengan|sistem pida _ ,,1\-\ iyang menghambat
dapat dioperasionalisasika ‘ -4‘ ! apgan filmu hukum
pidana saat {ni, optimalisasi 03 ﬂ%‘) W atiah pembentuk

aat dibandingkan

undang-undang melalui kebffakan 1€0 pandang sebagai
s sanksi- pidana yang ‘e

salah satu jer

dengan jeni$ sanksi pidana yang lainnya. F Ji' dlait@n @alam skripsi ini adalah:
1) bagaimahakah kebijakan legislatif terh engatu an pidana @denda dalam
sistem hukdm pidana_Indonesia? 2) bagaif¥} akak Kebijakan legislatif terhadap
optimalisas a ana_der alam | Pl Indonesia?.
Penelitian ifi penelitia g pde pendekatan
masalah mela 3 Jan pendekatan

konseptual .4 Sife nggunakan

data sekundg; aSTI PEneTan e jatkan DanWa—1)-pidapafdenda dalam
sistem \‘f‘l\;?"‘? Naonesiagmei UMus e ?":‘(, aitu pola
perumusa |88 ngﬁﬁ ‘g as m{‘ dan secara
kumulasi-a SiStashekirT Bidena Mdonesia T‘% pola
penjatuhan S8 "i" Sidana nla Bzak y4 dak adanya sanksi pidana
pengganti alte ﬂfm mengoperasionatikan-pidang at¥dasecara optimal.
2) kebijakan legislatit terhaeap Sistem * f mﬁx dalam Rancangan KUHP
sebagai sistem hukum pidana Thdonesia ‘mefidatang, menunjukkan pengaturan
pidana denda yang lebih komprehensif, seperti pidana denda dapat menyesuaikan
dengan perubahan nilai uang, pidana denda dibagi dalam beberapa kategori, dapat
diupayakannya pengambilan harta kekayaan/pendapatan terpidana, dan
pengaturan pidana pengganti denda yang lebih signifikan. Untuk perbaikan
kedepannya, diharapkan kebijakan legislatif terhadap sistem pidana denda yang
diakomodir dalam KUHP Nasional mendatang dapat diselaraskan dengan undang-
undang pidana khusus (di luar KUHP).




LEGISLATIVE POLICY ON OPTIMIZATION OF FINE/AMERCEMENT
PENALTY IN INDONESIA

(Irsal Habibi, 1510111052, Faculty of Law, Andalas University, 129 pages, 2018)
ABSTRACT

Criminal sanctions are one of the central problems that are always debated in the
politics of criminal law. The policy of determining criminal sanctions is
essentially aimed at overcommg crime. Through the establishment of criminal
sanctions, a sense of j achigyved for victims and their

families an unigi Igﬁ'A;SeAcN he_balance in the
community {1$ [0 e role of the | E?SlALiAS|_: aw and its

application {the penaliey) s very important as a series of-efforts to operationalize

the amercement as penalty. Fine as a inal sanctions so far have
not been opgtimally operatio > policie i the system of
fines are ong of the factors t '} ies from being
operationalized. In the devg 12ing criminal

penalties isjone of the co Q islative policies.
Fine are seén as one type QP ? ,1 pared to other
types of penalties. The probl@ms in legislative policy
regarding the regulation of fine penal al [law system? 2)

How is the legislative policy towards ppti | efeglilation of fife penalty in
the Draft of |Indonesian Criminal Code? } \ esearchyis a normative juridical
method thrgugh the law approach hlstorl |

The type ofithi )‘\ sing se 2 fesults of the
study showith ; peﬁﬂe law system are
formulated {in which—are _th ormulation,
cumulatively, ] [ Indonesian
criminal la\ v l grand the absence of

alternative { --n pi3 '. an mally administes.crimihal penalties. 2)
legislative \g m ¢ i ¢ Indewesia Criminal
Code Dra& ,. -: : : System OWS a more
comprehen minal Teguls j aSFinc“can 0 changes in

the value of 611@7
and more signi

gBokies, convicts,
L penalty. For future
improvements, it is expectec : y ‘towards the system of fines
accommodated in the upcoming Nationa |m|naI Code can be harmonized with
special criminal laws (outside the Crimlnal Code).




